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ABSTRAK

Dalam penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa pelimpahan kewenangan
pusat kepada daerah dalam kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.Satu Pintu, adalah sesuai dengan
Undang-Undang Nomer 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (3). One Stop Service,
adalah pelayanan dalam memudahkan masyarakat mengurus perizinan.

Penelitian yang penulis- lakukan-inii menetapkan permasalahan pokok
pada Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri’sKecil Oleh Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan
kendala terkait dengan Perizinan Industri.

Metode penelitian yang digunakan peneliti tergolong pada observational
research, penelitian dilakukan di DPMPTSP Kota Pekanbaru dengan Kepala Seksi
Pengaduan dan Pelayanan Informasi dan Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP Kota
Pekanbaru yang diperolen melalui wawancara untuk mengumpulkan data-data
yang diperlukan, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat
Deduktif, yakni penelitian yang dengan mengambil suatu kesimpulan dan
dijelaskan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus.

Jadi berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran
dan kepedulian masyarakat terkait‘informasi' dan perkembangan hukum menjadi
salah satu faktor kendala dalam mempercepat kinerja pemerintahan daerah terkait
dengan perizinan yang akan dipergunakan oleh pelaku industri (masyarakat).
Disarankan agar masyarakat lebih peduli akan pentingnya izin. Karena sangat
banyak manfaat jika usaha indutri kita memiliki izin.yang legal dari pemerintah.
Dan untuk DPMPTSP Kota Pekanbaru harus.selalu meningkatkan pelayanan nya
kepada masyarakat serta selalu memantau izin yang telah diberikan agar izin
tersebut tidak di salah gunakan.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Asas Pelaksanaan otonomi Daerah,
Undang-Undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian



ABSTRACT

In this study we can.find out that the delegation.of central authority to
regions within-the authority in the field of licensing to the Head of the Investment
Services-and One-Stop Integrated Services, is in accordance with Law Number 03
Year 2014 Article 101 paragraph (3). One Stop Service, is a service to make it
easier for people to take careoflicensing.

The research that the author is doing establishes the main problems in the
Implementation of the Granting of Small Industrial Business Licenses by the
Government Based on Law Number 03 Year 2014 concerning Industry and the
constraints related to Industrial Licensing.

Research methods used by researchers belong to observational research,
research was conducted in Pekanbaru City DPMPTSP with Head of Complaints
Section and Infermation Services and Head of Licensing Section of Pekanbaru
City DPMPTSP. which was obtained through.interviews to collect the required
data, whereas when viewed from the nature of this study Deductive, which is
research that takes conclusions and explains things that are general to things that
are Special in nature.

Based on the research, it can be concluded that the lack of awareness and
concern for the public regarding information and legal development is one of the
obstacles in accelerating the performance of regional government related to
licensing that will "be used by industry (community). It is recommended that
people care more about the importance of permits. Because there are so many
benefits if our industrial business.has a legal permit from the government. And for
DPMPTSP Pekanbaru City must always improve its service to the community and
always monitor the permission that has been given so that the permit is not
misused.

Key Word : Regional Autonomy, Principle of Implementation of Regional
Autonomy, Law Number 03 of 2014 concerning Industry
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

jika masy 1 pelayanan

yang baik, ya dengan

penuh kesa pengaruhi

sebuah ke tidak

berkelanjutan, berwawasan lingk kemandirian, serta denga menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian yang terjadi di Indonesia merupakan sesuatu yang
penting bagi Bangsa Indonesia, dimana masyarakat akan merasa aman dan
bebas memilih suatu hal untuk hidup nya yang sejahtera. Pada tahun 1998

Indonesia dalam keadaan krisis moneter yang menimbulkan kehidupan

masyarakat berada dibawah keterbatasan ekonomi dan membawa ekonomi
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Indonesia disituasi yang parah. Hal ini menyebabkan banyaknya

perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang besar di Indonesia mengalami

kebangkrutan dan berkurangnya investor-investor masuk ke Indonesia.

negara atau pemerintah karena dapat bertahan di tengah kondisi Kkrisis
moneter. Bukan hanya itu industri usaha kecil juga menciptakan lapangan
kerja baru dan lewat usaha industri kecil juga banyak tercipta unit-unit kerja
baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung

pendapatan perseorangan atau perusahaan.



Industri  kecil berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan
penggerak ekspor non migas. Kontribusi industi kecil akan semakin besar
dalam pembangunan ekonomi apabila dapat terus dikembangkan. Industri
kecil merupakan.sektor yang.memiliki ketahanan terhadap gejolak Kkrisis
ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi
indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dunia industri juga
akan mengiringi hal perkembangan tersebut dimana aturan atau regulasi dari
pemerintah sebagai Pembuat kebijakan sangat memiliki pengaruh terhadap
perkembangan akan majunya dunia industri. Terkait dengan dunia industri
khususnya Industri kecil, takkan jauh berbeda dampak yang didapat dari
Industri lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari peran serta pemerintah Pusat
maupun pemerintah daerah dalam konsep memajukan perindustrian yang ada
dalam lingkungan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun bentuk
implementasi dalam hal ini adalah terlaksananya Kerjasama antara pelaku
usaha industri dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai
Regulator dalam hal aspek yuridis dan aspek lainnnya yang terkait dengan
dunia industri. Dalam hal ini, perizinan yang dalam regulasi diterbitkan oleh
Pemerintah dan atau pemerintah Daerah sebagai alat kontrol bagi pemerintah
guna dapat memonitoring terlaksananya dengan baik dunia industri dan hal
lain yang terkait dengan Usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak
positif akan hal peningkatan taraf Hidup, Ekonomi dan sosial masyarakat

secara keseluruhan adalah tujuan utama dari aturan yang diterbitkan oleh
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pemerintah itu sendiri. Dalam hal sesuatu dimana kebijakan ataupun

pengaturan terkait yang diambil oleh pemerintah tidak bersesuaian lagi dengan

perkembangan perindustrian yang ada, maka diperlukan terobosan yang cepat

kondisi ya
didalamnya
kerja dan m : ing gang a dapat teratasi, yang

mana hal ini

Dalam usaha industri kecil kini telah menunjukkan peranannya dalam
perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan
kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi,
permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan,

dan perlindungan usaha industri kecil, telah ditetapkan berbagai kebijakan
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tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum
optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan ini belum diindahkan atau belum

ditaati oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah.

.
U

Menteri ( s
2014). Ya

serta jumlah
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Daerah.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
dapat kita lihat terkait dengan hal Industri telah diatur mana yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah dan mana yang menjadi wewenang
pemerintahan pusat dan administrasi bersama. Untuk itu dapat kita lihat dalam

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
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Lampiran undang-undang tersebut diatas perihal Pembagian urusan
pemerintahan yang konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi dan daerah kabupaten / kota dalam matriks EE. Poin pembagian

141 pada poin

‘\\‘ .b oo

“ Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) undang-undang perindustrian adalah urusan pemerintahan yang
dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah Propinsi dan daerah
kabupaten/ Kota”

Dan pada pasal 9 ayat (4) undang-undang perindustrian ini juga

menegaskan bahwa :
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“ Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi

dasar pelaksanaan Otonomi Daerah *

Kesimpulan dari hal pengaturan diatas terlihat pelimpahan wewanang

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa bersesuaian dengan
konsep Pemerintahan Otonomi Daerah, bahwasanya terkait dengan perizinan
indsutri  kecil adalah menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota dalam hal menerbitkan 1zin Usaha Industrinya.

Melalui penelusuran Penulis dalam survey lapangan yakni yang

berkaitan dengan Surat IUI atau TDI bisa didapat pelaku usaha dengan



membuat surat permohonan melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dimana surat permohonan tersebut akan
diserahkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bila
usaha tersebut termasuk  Industri Kecil dan~Menengah, lalu Disperindag
memeriksa kelayakan izin yang diberikan dari DPMPTSP.. Surat izin tersebut
perlu dimiliki sebagai bukti= legalitas ' suatu usaha dan agar dapat
mengembangkan usahanya. Izin usaha industri merupakan izin yang bersifat
terikat, maksudnya izin yang bersifat terikat pembuat undang-undang
memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan dan i1zin dapat ditarik
atau dicabut kembali.

Menurut -Kepala Bidang Disperindag Pekanbaru para pelaku usaha
industri kecil dan menengah yang nilai investasinya di atas Rp. 5.000.000
(lima juta rupiah) wajib memiliki izin usaha industri dari DPMPTSP dan di
cek serta disetujui Disperindag. Dan berdasarkan pra survey yang penulis
lakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Pekanbaru, penulis mendapatkan data jumlah yang telah
mengurus izin atau tanda daftar industri padatahun 2017 sampai dengan tahun

2018 total nya hanya sebanyak 271 lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
No Tahun Jumlah Usaha Industri Kecil
1. Januari-April 2017 37
2. Mei-Agustus 2017 23
3. | September-Desember 2017 59




4, Januari-April 2018 67

5. Mei-Agustus 2018 36

6. | September-Desember 2018 49

Jumlah Usaha Industri Kecil yang telah Mendaftar di DPIMIPTSP
Kota Pekanbaru Selama Tahun 2018
Sumber: Data Olahan!Hasil Pra Survey pada"DMPSTSP, 2019

Terlihat dari angka diatas, bahwa masih kecilnya nilai untuk pelaku
usaha industri_kecil. Padahal bisa kita lihat sendiri, usaha industri kecil
tersebar disetiap sudut Kota Pekanbaru. Kurangnya kesadaran pelaku usaha
industri untuk membuat izin ini sangat disayangkan, hal ini menjadi kendala
tersendiri oleh pemerintah Daerah guna memaksimalkan potensi dari dunia
usaha industri kecil dan menengah. Lemahnya kesadaran hukum dan
kurangnya informasi yang didapat oleh pelaku’ usaha menjadi tantangan
tersendiri bagi pemerintah guna dapat mensosialisaikan hal ini. Seharusnya
peranan pemerintah- mempunyai pengaruh pada masyarakat untuk menegaskan
administrasi, makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan
ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan. Dengan banyaknya pelaku usaha
industri tidak mengadukan atau membuat izin, berarti disini pemerintah belum
berhasil dari sisi administrasi perizinan.

Seharusnya pemerintah lebih menggalakkan dan memberi sanksi kepada
pelaku usaha yang tidak punya izin. Karena apabila pelaku industri kecil telah
terdaftar di DPMPTSP, keuntungan yang didapat kan para pelaku usaha

industri sangat banyak seperti dapat mengekspor produknya, mendapatkan
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pembinaan dari pemerintah, bekerjasama dengan beberapa industri besar, serta
mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan usaha. Apabila pelaku

usaha industri telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, maka usaha

prosedur serta

kurangnya

dan tidak tr

DPMPTSP, persyaratannya cukup mudah. Alur prosedural juga dijelaskan di
situs resmi DPMPTSP itu. Pengurusan izin usaha industri dan tanda daftar
industri tidak dipungut biaya sepersen pun. Dan pengurusan nya cukup
sebentar antara 3 sampai 7 hari. Dan pelaku usaha dapat melacak atau tracking

permohonan izinnya sudah sejauh mana.

10
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Pada penjelasan diatas pemerintah daerah melakukan pembenahan
dengan sangat bagus. Proses perizinan dalam bentuk kelembagaan yang

dikenal dengan One Stop Service, yang pendaftaran nya bisa dari mobile

sehingga semua ang diterapkan ah kota Pekanbaru

) SSSCA N b %@

kecil oleh

un 2014 di

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai

berikut :

11
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1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha

industri kecil oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor

03 tahun 2014 di Kota Pekanbaru

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun konsep negara hukum yang lebih dinamis, yakni Welfare State
(negara kesejahteraan) atau negara hukum yang materiil. Indikasi bahwa
Indonesia menganut konsep Welfare State terdapat pada kewajiban pemerintah
untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana termuat dalam alinea

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap

12
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bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan

ketertiban dunia”.

menjamin
perizinan.
menyeleng

Dala

ARALRALAEN

=)

penguasa ne

<
i
S
=t
QD
=
(=]
&
T
>
S
o
<

agar segala sesuatunya tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan
keraguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan apabila timbul konflik
dan juga timbul ketidak serasian antara peraturan dengan perbuatan penguasa

negara dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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Sebagai negara hukum tentu Indonesia mempunyai aturan atau

peraturan. Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai

ketetapan hukum.

Syara
macam, ya
1. Sya

harus

t ketetapan

. alam peraturan
harus juga
bila prosedur itu
(rechtmatig)
d uai dengan isi dan tujuan

2. Syarat-syarat formil, diperinci sebagai berikut Error! Reference
source not found.:

a. Syarat-syarat yang ditetapkan berhubung denga persiapan
dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya
ketetapan harus dipenuhi

b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan

14



c. Syarat-syarat, berhubung dengan pelaksanaan Kketetapan itu
dipenuhi

d. Jangka waktu harus ditentukan (tidak daluarsa), antara timbulnya
hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya

ketetapan itu, dan tidak boleh dilupakan atau daluarsa.
Beberapa sarjana memberikan definisi ketetapan (beschiking) sebagali

berikut Error! Reference sourcenot found::

1. Utrecht : beschiking adalah suatu perbuatan hukum publik yang
dalam hal ini dilakukan oleh perangkat pemerintahan berdasarkan
kepada kekeuasaan yang khusus ataupun istimewa.

2. WF. Prins : beschiking adalah merupakan perwujudan akan suatu
tindakan hukum sepihak yang dalam hal ini oleh pemerintah
berdasarkan kepada wewenang yang yang melekat pada alat maupun
perangkat pemerintah itu sendiri.

3. Van der Pot : beschiking adalah serangkaian perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pereangkat pemerintah; pernyataan kehendaknya itu
dengan ~ wewenang istimewa -agar dapat menyelenggarakan
pemerintahan guna dapat mengadakan perubahan konteks hukum.

Dengan demikian keputusan serta kebijakan publik sangat terkait dengan
hukum administrasi negara Kketika public.actor mengkoordinasi seluruh
kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan
masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Sugiyono Error! Reference source not found. administrasi
adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 (dua) orang manusia atau lebih

yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
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ditentukan sebelumnya. Hukum administrasi negara adalah sebagai suatu

pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian

hukum mengenai Hukum Administrasi dari adanya negara Error! Reference

lingkup h
sendiri dim
berdasarka
staat en a
bagian dari

kelahiran aka

dulunya.

Kemudian definisi Hukum Administrasi Negara menurut De La
Bassecour Caan, adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab
maka negara berfungsi (bereaksi) dan peraturan-peraturan itu mengatur

hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya

Error! Reference source not found..
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Mengingat tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk
menjaga sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga bisa menjalani

kehidupannya secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani

engembangkan

RN

pengertian

seseorang a

perundang- : , -“"': , : : ﬂ;f akan dapat

diketahui da

hukum yang menyimpang dari koridor hukum itu sendiri. Selain itu agar dapat

memudahkan pemerintahan dalam upaya melakukan pengawasan terhadap
penerapan hukum administrasi itu sendiri.

Perwujudan dari implementasi pemerintah mengeluarkan kebijakan
berkenaan dengan perizinan tak terlepas dari kemanfaatan hukum guna

mengatur, mengawasi akan sebagian perbuatan hukum maupun keseluruhan

17



dari perbuatan hukum itu sendiri. Jika ditinjau dari perizinan yang bertujuan
untuk mengatur bentuk tindakan-tindakan yang dalam hal ini dikeluarkan oleh
penguasa pemerintahan tidak berarti serta merta perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pelaku industri-adalah salah,.namun dalam, hal kemanfaatan
hukum _lebih kepada pengawasan dan pengontrolan perbuatan hukum itu
sendiri dengan kata lain adalah-hukum:sebagai the tool of social control. Jadi,
perizinan dalam hal ini“adalah sebagai instrumen atau sederetan usaha guna
mengimplementasi program pemerintah daerah yang dalam hal ini juga
menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, oleh
karena itu pemerintah daerah dapat leluasa mengatur masyarakat pelaku usaha
melalui peraturan perundangan-undangan dalam  kerangka asas umum
menyelenggarakan pemerintahan yang layak, baik dan profesional.

Suatu perbuatan administrasi negara yang, memperkenankan perbuatan
yang bersifat suatu izin (verguning), hal ini berlaku jika suatu perbuatan itu
tidak dilarang atau belum terdapat peraturan mengenai perizinan itu sendiri.

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan akan fungsi dari pengaturan dan
pengendalian yang dimiliki-oleh.pemerintah.akan kegiatan yang seyogyanya
perbuatan hukum yang akan dilakukan masyarakat. Perizinan dalam hal ini
dapat berupa pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikat perizinan, dan izin
untuk melaksanakan sesuatu kegiatan usaha yang harus dimiliki oleh suatu
organisasi, pelaku usaha (badan usaha) atau perseorangan yang dalam hal ini
belum melakukan suatu tindakan terkait dengan Usaha yang dilakukan.

Hukum perizinan itu sendiri adalah seperangkat ketentuan yang berkaitan
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dalam pemberian izin dan atau bentuk lain yang terkait dengan ketentuan yang
dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan hal yang demikian itu dalam

konteks pemberian izin melahirkan hak hukum bagi pemegang izin baik

izin dapat

an hukum
dalam rangka menca il dan makmur ) ence source not

found..

. Terkait dengan pengenda
e. guna mengawasi dan mengenallkan tu1uan usaha tertentu melalui
syarat-syarat tertentu pula.
Secara tidak langsung akan kegiatan pemerintah dalam mebuat kebijakan
terkait dengan perizinan adalah bentuk lain dari fungsi pemerintah itu sendiri
yang dilaksanakan oleh perangkatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3

ayat (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap

departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan
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pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan

serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum dan

berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:
1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana Yyang sudah disusun secara matang dan terperinci,
implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

siap Error! Reference source not found..
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2. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan/sesuatu yang didapat dari
orang lain (karena diberi)/proses, cara, perbuatan memberi atau

memberikanError! Reference source not found..

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian
observational research yang dilakukan dengan cara survey yaitu
penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data

berupa wawancara.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimana penulis bermaksud
melukiskan atau menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan

pemberian izin terhadap usaha industri kecil berdasarkan

Pelayanan

data yang dibutuhkan Error! Reference source not found..
Pengambilan data ini menggunakan metode sensus, metode ini digunakan
apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan
peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden

Error! Reference source not found..

Adapun populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:
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a. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 orang

b. Kepala Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet,
media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan
dengan penelitian ini.

e. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan wawancara,

yaitu dialog langsung dengan responden untuk memperoleh data dan
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informasi. Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan tanya
jawab langsung dengan responden. Tanya jawab dilakukan berkaitan

dengan pelaksanaan pemberian perizinan usaha industri kecil di Kota

Q@‘

dengan teori-teori da

ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti, untuk selanjutnya
diambil suatu metode penarikan kesimpulan menggunakan metode
deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum
kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang
terjadi  dilapangan dengan norma hukum yang mengatur

perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.
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A. Tinjau

a. Peng

Membe

SSASEI AN )

-t
E

g
->
3

dituturkan o
berlaku di ne
uiterst moelijk

membuat definisi

karena cara pandang para
berarti tidak mendapatkan definisi, bahkan ditemukan definisi yang banyak
dan beragam Error! Reference source not found..

Utrecht Error! Reference source not found. memberikan pengertian
vergunning sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja

diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka
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perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut

bersifat suatu izin (vergunning).

Dan dibawah ini ada beberapa definisi izin:

konkret)Error! Reference source not found..

3. Menurut Sjahran Bachsan, izin adalah perbuatan hukum administrasi
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal
konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Error!

Reference source not found..
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4. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya

asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal

dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai
yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
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Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang Yyang

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan

sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu
organisasi perusahaan atau seseorang Yyang sebelum yang
bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan Error!
Reference source not found..

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan

tertuang dalam Pasal 1 Angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang
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dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau

peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan

tata usaha

S LE (5

negara yan unyai sifat

sebagai beri

SANN

1. lzin saha negara

tertulis serta

yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak
tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya
dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan
perundang-undangan mengaturnya, misalnya izin yang bersifat terikat

adalah IMB, Izin HO, Izin Usaha Industri, dan lain-lain.
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3. lzin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai
sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan. 1zin yang bersifat

menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang

Dalam arti, yang

..@e’

epada orang

izin kepada

yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat
bangunan selesai didirikan.

6. lzin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut
tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif
lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan

lingkungan.
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. lzin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada

sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin

mengemudi.

‘ a g berkualitas sesuai
LIS Ny
dengan asas dan tu
b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak

d. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan layanan

Adapun kewajiban masyarakat adalah:

a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi

layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila
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pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan

yang berlaku

b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada

prasarana

keputusan

sebagai fungsi
penertib dan maksudkan agar

izin atau setia bentuk kegiatan

dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga terdapat penyalahgunaan
izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut

juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk
memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna

mencapai suatu tujuan konkret Error! Reference source not found.. Sebagai
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suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai
pengarah, perekayasa dan perancag masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.

Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil

yang diam: linea 45, penataan dan
pengaturan iz udah semes ) ebaik-baiknya.

Menurut Prajud sudi or! Jurce nd., berkenaan

tindakan hukum tata u Q Q
‘\‘\A

yang berlaku, bersifat konkre final, dan menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Dengan melihat pemenuhan
unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan
salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya (pada Balai

Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Doktor pada Program Studi IImu

Kehutanan UGM, & Studi IImu Kehutanan UGM, 2011).
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Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan
dibagi atas 4 (empat) yaitu:

1. Dispensasi atau Bebas Syarat

e
.ﬂ? 0

9
|
| #
s
e
L

Secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam
sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang
atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan
barang atau jasa yang dilisensikan.

B. Tinjauan tentang Usaha Industri Kecil
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Dalam konteks mikro dan organisasi, industri adalah sekelompok
perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang relatif sejenis, atau

mempunyai sifat saling mengganti yang erat Error! Reference source not

undang-undan
Usaha p : i tor industri

kecil dan ke 2 - : i ategis, yaitu

m Q haw isi pemerataan yaitu
dengan penyebaran kegiata ‘
ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi
ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka
pembangunan industri kecil, seperti sentra industri, lingkungan industri,
mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pusat-pusat pertumbuhan

industri yaitu Error! Reference source not found.:
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1. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan
baku dan pemasaran

2. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang dapat dipergunakan
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berikut:

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

1. Industri besar yaitu diatas Rp. 5.000.000.000,00
2. Industri  sedang yaitu Rp. 200.000.000,00 sampai Rp.
5.000.000.000,00

3. Industri kecil yaitu dibawah Rp. 200.000.000,00
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Sedangkan menurut kantor Biro Pusat Statistik (1998) bahwa klarifikasi
industri didasarkan atas jumlah karyawan yang dipekerjakan, dengan klarifikasi

sebagai berikut:

berafiliasi baik langsung jpun tidak langsung dengan usaha
menengah atau usaha besar, (5) berbentuk usaha orang perseorangan,
badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang
berbadan hukum, termasuk koperasi

Industri kecil sangat penting karena merupakan bagian dari keseluruhan

industri nasional yang tidak hanya sebagai suatu usaha pemerataan pembangunan,
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akan tetapi sebagai suatu yang telah mendapatkan tempat dalam struktur sosial,

karena:

1. Banyak menyerap tenaga kerja

terbatas serta relatif te ya. Skala usaha kelompok ini,

: Q_‘ e

umumnya terbatas sehingga asinya juga sangat sederhana,
seperti sepeda, gerobak, atau pikulan. Kedua, industri sentra adalah kelompok
jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi
membentuk suatu pengelompokkan atau kawasan industri yang terdiri dari
kumpulan unit-unit yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi

tempat pemasaran kategori jenis indutri sentra ini umumnya menjangkau pasar

yang lebih luas dari jenis industri adalah jenis industri lokal. Ketiga, industri
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mandiri adalah kelompok jenis industri kecil namun dalam pengolahan
produknya masih mengadaptasikan teknologi yang cukup canggih. Sedangkan

target pemasarannya lebih luas dibandingkan dengan kedua industri kecil

tersebut.

nologies),

[t

2% %

5
N

<z
\\‘-‘"

empunyai ciri-ciri antara lain,

2. Industri Keci Q Q ‘

Industri kecil tradisional pe
proses teknologi yang digunakan secara sederhana, mesin yang
digunakan dan alat perlengkapan modal lainnya relatif sederhana,
lokasi di daerah pedesaan, akses untuk menjangkau pasar yang
berbeda di luar lingkungan yang berdekatan terbatas.

3. Industri Kerajinan Kecil
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Industri kecil ini sangat beragam, mulai dari industri kecil yang
menggunakan proses teknologi yang sederhana sampai industri kecil

yang menggunakan teknologi proses madya atau malahan sudah

source

intensive yakni modal utamanya adalah tenaga kerja dan bahan mentahnya
diperoleh dari pekarangan sendiri atau tempat yang berdekatan. Meskipun di
sini uang ikut menentukan tetapi dibandingkan dengan kedua macam modal
tadi, modal uang sangat terbatas jumlahnya kecendrungan yang tampak pada
industri ini adalah berada dalam suatu kawasan yang berdekatan, mengerjakan

jenis pekerjaan yang sama secara bersama-sama, serta tidak mengenal
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kekhususan. Kedua adalah jenis industri yang capital intensive yang
memerlukan bahan baku dari luar negeri atau pun luar daerah. Satu hal yang

menarik dari luar negeri ataupun luar daerah. Satu hal yang menarik dari jenis

industri  kecil yang
menghasilkan barang-barang langsung dipakai oleh konsumen
(consumen’s good). Industri kecil ini tidak mempunyai Kkaitan
dengan industri lain, misalnya industri kecil di bidang pembuatan
kompor, pompa air, kran saluran air minum, tegel, genteng, semen

rakyat dan sebagainya

3. Industri kecil penghasil barang-barang seni adalah:
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1) Industri yang menghasilkan barang-barang seni yang disebut art

products, misalnya kegiatan yang menghasilkan lukisan, patung,

pembuatan Kkeris, dan lain sebagainya

dalam menentukan apakah industri itu termasuk dalam industri kecil atau
tidak, maka kriteria fisik maupun non fisik industri sebagaimana dijelaskan
terdahulu sangat berperan. Sedangkan industri kerajinan rumah tangga yang
merupakan bagian daripada industri kecil, mempunyai kriteria sebagai berikut

Error! Reference source not found.:
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a. Investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan di bawah Rp.

500.000,-

b. Tidak mempunyai izin usaha

ditempati.
Statistik de

Penge
sebagai sua

produkif y. er i a 3 yang sama,

sama-sama berlindung.
Pengertian ru ' ebut diaggap
mempunyai peng ﬁv is berbeda dan

Berdasarkan pada kemampua dan orientasi manajemen usaha industri
kecil, maka sub sektor industri kecil yang memiliki potensi ekonomi di
masyarakat tentunya ukuran kekuatan dan kelemahannya tidak terdapat pada
industri skala menengah maupun skala besar oleh karenanya kekuatan dan

kelemahan industri kecil secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kekuatan industri kecil
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Pemberdayaan industri kecil merupakan hal yang sangat penting dan

strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama

dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis

sedangkan
Hal ini

lebih lentur

atau persaingan yakni:
1. Knowledge of customer and markets
2. Product and geographic specialization
3. Flexibility in management
Ekonom Scumacher yang namanya identik dengan smaal is beautiful,

pernah menyatakan bahwa perusahaan dengan skala kecil merupakan
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sebuah solusi bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi dunia saat

ini perubahan-perubahan global yang paling hebat sekalipun hanya

dapat di atasi dengan mekanisme manajemen yang fleksibel. Perusahaan

engan adanya
inovasi yang
a dilandasi oleh

mengandalkan

Q)

‘ﬁ-\"?ﬁ\";‘l\

Kekuatan industri skala kecil menurut Irianto Error! Reference

source not found. dapat dilihat pada beberapa hal di bawah ini:

1) Sangat padat karya, dan persediaan tenaga kerja di Indonesia
masih sangat banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan
angkatan kerja yang rata-rata per tahun masih sangat tinggi,

sehingga upah nominal tenaga kerja, khususnya dari kelompok
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berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah

dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dengan jumlah

penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit.

membuat hak cipta terhadap produk-produk mereka, dan tidak
melakukan banyak inovasi baik dalam proses pembuatan
maupun dalam desain, sehingga produk-produk mereka akan
mudah ditiru alam disain, sehingga produk-produk mereka akan
mudah ditiru oleh orang asing dengan kualitas dan disain yang

lebih baik dan memiliki hak cipta.
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4) Secara umum, kegiatan industri skala kecil di Indonesia masih

secara agricultural based, karena memang banyak

komoditas-komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala

walaupun banyak juga yang memakai fasilitas-fasilitas kredit
khusus dari pemerintah. Nilai investas tetap industri kecil,
terutama industri rumah tangga rata-rata jauh lebih rendah
daripada di industri besar yang bukan hanya skala usahanya lebih
besar tetapi proses produksinya lebih kompleks dan padat modal.

2. Kelemahan industri kecil
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Kelemahan industri kecil terutama dalam hal kemampuannya untuk
bersaing masih sangat lemabh, tidak hanya dipasar domestik terhadap

produk-produk dari industri besar atau impor tetapi juga dipasar

Q‘

dan penyediaan be

sumberdaya manusia (pekerja dan manajer) dengan kualitas yang
baik, pengetahuan kawasan yang minim mengenai bisnis, tidak
adanya akses informasi, keterbatasan teknologi, dan lainnya. Tingkat
keseriusan dari setiap masalah-masalah tersebut bervariasi, tidak
hanya antara subsektor, tetapi juga antara sesama pengusaha di

subsektor yang sama Error! Reference source not found.. Dibalik
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kekuatan-keuntungan itu, Scarborough juga mencatat sejumlah

kelemahan-kerugian yang melekat pada pengusaha kecil seperti

berikut ini:

»
T
o
D
Q
=)
o
@
=.
=
c
=

At AN AL RN

Sh
Q‘
-

source aha kecil seperti,

ketidakmampt qusaha kecil sering kali tampak

. N4 LINSD
dalam tindaknnya yang oros atau tidak efisien menggunakan
waktu. Banyak waktu terbuang atau dengan istilah yang lebih halus
tersita untuk hal-hal yang bersifat rutin. Sementara tindakan-tindakan
yang keluar dari jalur rutinitas yang berorientasi pada kreatifitas, inovasi,

riset, dan sejenisnya nyaris tidak pernah mendapat alokasi waktu. Faktor

ini merupakan hambatan besar bagi pengembangan perusahaan kecil.
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Sebetulnya baik di negara maju seperti Amerika Serikat maupun di

negara sedang berkembang seperti Indonesia masalah keterbatasan atau

kekurangan modal merupakan persolan klasik. Semua bentuk badan

mengadakan

| harus dimulai

C. Tinjauan tentang Prosedur Perizinan Usaha Industri Kecil di Kota
Pekanbaru
Sesuai yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014
menyatakan bahwa segala jenis Usaha Industri wajib memiliki Izin Usaha
Industri (IUI). Izin usaha industi adalah izin yang wajib diperoleh oleh pribadi

atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri/pengolahan barang.
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Izin Usaha Industri (IUl) berdasarkan kepada Peraturan Menteri
Perindustrian No: 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, dan

Peraturan

found.:

1) Pemohon mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor
Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota

2) Pemohon menyerahkan formulir permohonan dengan melengkapi
persyaratan administrasi

3) lzin usaha industri dikeluarkan setelah semua persyaratan dinyatakan
lengkap
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Adapun Tanda Daftar Industri (TDI) izin yang wajib diperoleh oleh orang
pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan

barang bagi industri kecil. Jadi TDI adalah izin usaha industri yang diberikan

sampai de

bangunan

zaman yang canggih dan serba teknologi sekarang ini DPMPTSP pun
mengikuti perkembangan zaman yang mana pelaku izin dapat melihat
syarat-syarat, standar operasi pelayanan (SOP), dan tracking jika pemohon
sudah melengkapi syarat dan telah di proses oleh DPMPTSP sebelumnya.

Dalam situs resmi DPMPTSP Kota Pekanbaru, ada dasar hukum mengenai

prosedur jenis izin industri yaitu prosedural untuk pengurusan Izin Usaha Industri
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(1UI), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lIzin Usaha
Industri, Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, 1zin Perluasan dan Tanda

Daftar i g ahun 2014 tentang

aftar industri
(TDI) tida cukup cepat

yaitu maks

dustri yang dikeluarkan dari

. Yo
haan industri wajib memp Jsahe
perusahaan industri w ﬁ ‘ ‘Eﬁb

DPMPTSP ( Dinas Penanaman elayanan Terpadu Satu Pintu) yang
disetujui serta dipastikan ulang dan disurvey langsung oleh tim DPMPTSP dan
Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Kemudian hal ini dipertegas
lagi dalam Pasal 101 ayat (2) nya yang menyatakan bahwa bukan hanya industri
kecil saja yang diwajibkan memiliki izin usaha, namun juga industri menengah

dan besar. Yang menjadi pembeda ketiga jenis industri ini adalah dari jumlah

modal yang ditanamkan, jumlah tenaga kerja nya, dan besar lokasi serta ukuran
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lokasi dimana usaha industri tersebut didirikan, serta harus memastikan seluruh

persyaratan dan Surat izin dari BLH (Badan Lingkungan Hidup).

Menurut Undang-Undang 03 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (3) dinyatakan

i ini. Kemudian

sebagian

i L g
1o W ote : aturan ini terjadi.
: an erkait  dengan
i daerah yang

a daerah untuk

kegiatan yang mengolah bahan enjadi suatu bahan yang berguna,
bernilai dan bermanfaat. Pengertin usaha industri menurut DPMPTSP Kota
Pekanbaru sudah tidak kaku lagi. Menurut DPMPTSP usaha Car wash, bengkel
mobil/motor, percetakan printing, dan usaha photograph juga termasuk juga

kedalam kategori usaha industri.
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Izin Usaha Industri (IUl) adalah izin yang wajib diperoleh oleh orang
pribadi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan

barang bagi pelaku usaha industri. Jadi 1Ul adalah izin usaha industri yang

pemerintah dari tindakan

penerbitan aman dalam

menjalanka

koordinasi, integrasi, sinkronisa pilikasi, keamanan dan kepastian.
Pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service diharapkan dapat mewujudkan
pelayanan yang lebih optimal yang berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Pelayanan terpadu satu pintu prinsipnya menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai

pada tahap diterbitkannya suatu dokumen perizinan yang dilakukan hanya pada
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satu tempat atau disatu pintu sehingga proses perizinan dapat cepat, murah,

mudah, dan transparan.

perizinan maupun jasa.

Dalam pelaks prosedur dan
mekanisme daerah Kota

Pekanbaru.

pelayanan administratif tentang pe an. Dengan adanya DPMPTSP, maka
terjadilah pendelegasian kewenangan perizinan dari Walikota Pekanbaru ke
Kepala DPMPTSP yang tadinya ditanda tangani oleh Walikota Kota Pekanbaru.
Oleh karena itu, DPMPTSP hanya sebatas menyelenggarakan izin saja baik

menerima izin maupun menolak izin yang diajukan oleh masyarakat.

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Izin Usaha industri (1UI):
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1. Fotokopi Akta Pendirian

2. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum

3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

industri yang berada diwilay aka i1zin yang wajib diperoleh
untuk mendirikan perusa 1 dengan nilai investasi perusahaan
seluruhnya. Pemohon ke DPMPTSP harus melengkapi dan mengetahui, syarat,
proses dan prosedurnya. Pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu yang ditentukan olen DPMPTSP Kota Pekanbaru sebagai pemberi izin

yang ditentukan secara sepihak.

Dalam situs resmi DPMPTSP Kota Pekanbaru terdapat informasi yang
cukup jelas mengenai syarat, dan prosedural untuk mengajukan permohonan izin
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industri kecil. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan perizinan industri

kecil:

. Fotokopi pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan

pengurusan pe Q Q“‘ w an secara langsung oleh

direksi perusahaan

Segala prosedur pelaksanaan pemberian izin industri kecil sebenarnya telah

sesuai dengan dasar hukum dan sudah sesuai dengan standar operasi

pelayanannya begitu hasil dari wawancara penulis kepada beberapa pelaku usaha

yang telah memiliki izin. Mereka mengaku bahwa persyaratan yang harus
dilengkapi tidaklah begitu sulit, adapun persyaratannya yaitu:

1) Fotokopi KTP pimpinan
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2) Pas Photo 3x4 = 3 lembar

3) Fotokopi NPWP

4) Fotokopi IMB

5) Fotokopi NJOE Q

N e
6) Informasi peruntukan 12
7) Profil perusahaan
8) Pertimbangan teknis dari BPN

Berikut alur prosedur mengajukan izin lokasiError! Reference source not

found.:

1) Pemohon meminta informasi mengenai prosedur izin lokasi

2) Petugas desk memberikan informasi tentang prosedur izin lokasi
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3) Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
4) Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari

pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses

maksimal 10 hari kerja

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan,
agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan yang dimaksud sesuai
dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan

60



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

(KKB) yang ditetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang

menempati bangunan tersebut Error! Reference source not found..

Berikut ini dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Error!

Untuk prosedur izin mendirika gunan yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari
pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat dilanjutkan ke proses

berikutnya. Jika tidak dikembalikan pemohon untuk dilengkapi
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w

. Tim teknis melakukan cek lokasi dan penghitungan. Jika memenuhi

syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke

Front Office
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bangunan dil

bangunan ses

Jangka waktu pe 1’6

waktu yang lama ya . @ ‘
R
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Izin lokasi, dan izin mend itu merupakan satu kesatuan yang
saling berikatan untuk menyatakan izin usaha industri kecil itu dapat dikatakan
layak atau tidak untuk berdiri, semua itu dipenuhi agar tidak ada industri yang

merusak keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Theresia Reza Febriyanti, S.
Kom sebagai Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Kota

Pekanbaru bahwa memang lzin Usaha Industri (IUl) adalah sangat penting
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mengingat dampak buruk dari tidak memiliki izin legal dalam usaha industri. Jika
ada nya batasan jenis usaha industri adalah dari besar jumlah modal, itu adalah
benar. Namun untuk segi pelayanan kepada masyarakat sama sekali tidak melihat
izin usaha kecil, menengah, dan. besar nya usaha industri itu. Karena mengingat
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP
dalam memberikan izin industricberdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 03
Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Adapun perbedaan kategori masing-masing
usaha industri-jika dilihat dari jJumlah modal nya adalah ; industri yang memiliki
modal lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikategorikan sebagai
industri besar yang mana pelaku usaha industri Ini harus mengajukan atau
mepunyai izin-'usaha industri (IUl), sedangkan usaha industri yang hanya
memiliki modal kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pun
dikategorikan dan diwajibkan terdaftar sebagai industri kecil'yang mana pelaku
usaha wajib memiliki Ul juga. Saat ini izin-usaha industri (IUI) mencakup bidang
usaha industri yang modalnya kurang dari ataupun sudah lebih dari Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam prosedur pemberian izin usaha industri ini, pelayanannya sudah
sangat transparan, tanpa biaya, dan selesai dalam waktu yang cukup singkat yaitu
dalam waktu 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja paling lama. Berikut hasil
wawancara dari Bapak Mayanto S. Sos sebagai Kepala Seksi Perizinan
DPMPTSP Kota Pekanbaru alur pelayanan nya yaitu setelah persyaratan di
DPMPTSP sudah terpenuhi, data akan diproses dan dimasukkan ke Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Disperindag). Disperindag Kota
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Pekanbaru akan memproses dan mengecek izin yang diberikan dari DPMPTSP
dan tim dari Disperindag Kota Pekanbaru mengecek dan mensurvey langsung ke

lokasi, melihat usaha industri yang didaftarkan tersebut. Setelah dinyatakan layak,

prasyarat untuk melakuka a (izin terkait lokasi, lingkungan,
dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan
operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan
mekanisme pemnuhan komitmen persyaratan izin

2. Memfasilitas pelaku usaha untuk terhubung dengan semua

stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
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3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan
pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat

4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam

“Pasal 3: : nyelesa 0 an non perizinan

melalui Sis
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konfirmasi me Qn Q‘\‘ CrSyaratan yang telah diunggah

c. Apabila sesuai hasil k petugas DPMPTSP, persyaratan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah
mengunggah berkas persyaratan secara elektronik

d. Untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan
berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam  peraturan
perundang-undangan dlampiri tanda bukti telah mengunggah berkas
persyaratan secara elektronik ke DPMPTSP
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e. Petugas loket DPMPTSP menerima berkas dan mencocokkan data

yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan

pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal

tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan

kepada pemohon

h. Petugas/pejabat struktural dan/atau tim teknis yang membidangi
memproses data permohonan dengan melakukan survey lokasi
dengan memetakan hasil survey, mencocokkan peruntukkan ruang

serta syarat-syarat dengan analisisnya sesuai ketentuan yang berlaku
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dan mengunggah Berita Acara Pemeriksaan kedalam sistem
informasi

I. Bila perizinan terdapat retribusi daerah sesuai dengan ketentuan

m.Petugas loket pengambilan DPMPTSP menyerahkan surat perizinan
kepada pemohon
(2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru(3) Bagan alur proses penyelesaian
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permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini”.

Dan dari wawancara Bapak Mayanto mengatakan pelayanan

pemberian
membantu jkink : saha akukan ekspor atas

produknya.

B. Kendal
Industri

Pemeri

industri kecil di Kota Pekanbaru.
Terlihat dari data DPMPTSP dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018
hanya 271 usaha industri yang mengajukan atau memiliki izin usaha industri.
Padahal setiap sudut kota Pekanbaru, tidak luput dari usaha industri kecil.
Didalam proses pembuatan izin masih banyak masyarakat yang kurang
paham persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pelaku usaha industri,

tidak adanya sosialisasi ke masyarakat awam yang membuat pelaku usaha
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industri tidak paham akan prosedur dan persyaratan perizinan. Banyaknya
jenis perizinan yang harus dipenuhi sebelum izin industri kecil ini juga

menjadi salah satu faktornya, sehingga pelaku usaha industri merasa enggan

bagaimana

yang dikataka esia se : engaduan dan

Pelayanan i ' 4 : ahwa pengurusan izin

usaha indu

tidak lengkap. Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk calo pun tergolong
tidak sedikit, tetapi calo merupakan jalan pintas yang sering dijumpai,
walaupun berkas persyaratan belum lengkap, usaha itu tidak layak tapi bisa
lulus uji izin dikarenakan adanya oknum yang curang dalam pengujian.

Kendala yang paling sering ditemui oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru

adalah pelaku usaha industri jarang melampirkan surat yang menyatkan bahwa
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si pemohon telah melapor ke BLH (Badan Lingkungan Hidup) terkait usaha
yang didirikannya. Seharusnya surat ini dinyatakan pemohon, agar proses
pengecekan dari DPMPTSP dan survey yang dilakukan DPP terhadap usaha si
pemohon dapat dikatakan layak:

Semenjak Juli 2018, OSS diberlakukan atas dasar hukum Peraturan
Pemerintah Noemor 24 Tahun. 2018} namun/pencetusan OSS yang diharapkan
Pemerintah yang dianggap akan sangat mempemudah proses perizinan tidak
berjalan semudah itu. Pada prakteknya ditemukan kendala-kendala yang
dirasakan setelah system OSS digunakan. Antara lain yaitu system OSS hanya
dapat menampung seratusan data online perharinya, lebih dari itu OSS tidak
rampung lagi-dan harus dicoba lagi keesokan harinya. Selain itu juga
andaikata ada sedikit kesalahan dalam atau selama menggunakan OSS, baik
kesalahan input data atau pengisian form lainnya, selanjutnya tidak bisa di
recovery melalui online lagi dan harus datang langsung mengurus manual ke
DPMPTSP nya. Dikatakan melalui wawancara yang penulis lakukan,
DPMPTSP menerima maksimal 300 orang dalam 1 hari urusan perizinan.

System OSS ini diakui juga menimbulkan argument dari salah seorang
anggota komisi VII DPR yang mengatakan bahwa system OSS harus dicabut
meskipun ada dasar hukumnya. OSS dianggap menghambat proses investasi
di Indonesia dan pengelolaan OSS ini sendiri adalah tidak jelas. Semenjak Juli
2018 OSS diterapkan, muncul dampak negative terhadap iklim investasi.
Pelaku-pelaku usaha dianggap menjadi bingung, dan terbitnya Peraturan

Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertabrakan dengan
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Undang-Undang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) dan

Undang-Undang Lintas Kementrian Keuangan.

DPMPTSP Kota Pekanbaru memang benar-benar melakukan tugasnya

Praja (SA
setelah me

Setelah mendapatka -_ S ek 3apak Ihsan
merasakan . Se DPMPTSP
Kota Pekan anya sering
dipakai untuk 3 g E 3 eri endapatkan

undangan so - anga seminar tentang

Nurbaina tidak mendaftarkan usahamya. Ibu Nurbaina mengatakan bahwa ia
tidak tertarik mengurus izin resmi dari pemerintan ke DPMPTSP karena ia
merasa dan menganggap bahwa izin itu tidak begitu penting dan tidak
dibutuhkan, Ibu Nurbaina malah merasa terbebani jika ia mengurus izin, ia
beranggapan pengurusan izin itu sangat ribet, lama, dan mengeluarkan biaya

yang sangat besar padahal usaha nya sebatas industri kecil.
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Padahal sebagaimana yang Bapak Ihsan paparkan diatas bahwa Bapak

Ihsan mendapatkan banyak pemesanan karena ia terdaftar di DPMPTSP Kota

Pekanbaru. DPMPTSP juga membantu mempromosikan usaha yang dimiliki

persyarata

Syara
pengetahuan dar ' d: S) D erizinan maka

hal itulah yang
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Berda

dalam skri

kesimpulan

Pemerintah Daerah melalui'bunyi Undang-Undang Nomor 03 Tahun
2014 ayat (4) dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah dan/atau Otonomi Daerah didalam
nya. Maka dari itu Pemerintan Daerah melalui gubernur atau
bupati/walikota Pekanbaru, demi mewujudkan pelayanan yang prima
dan cepat karena seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan

penyelenggaraan dilakukan dalam satu pintu atau disebut juga one
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stop service yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, yang mana mulai dari permohonan hingga

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)), dan industri kecil (usaha
industri yang memiliki modal kurang dari Rp. 200.000.000,-(dua
ratus juta rupiah)) termasuk dalam izin usaha industri (1UI) .

3. Dalam pelaksanaan pemberian izin usaha untuk industri kecil kendala
yang paling sering ditemui oleh pihak DPMPTSP adalah kurang

lengkapnya persyaratan yang diberikan pemohon izin kepada staff
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DPMPTSP yang memberikan pelayanan pengurusan izin,

selanjutnya adalah kebanyakan orang awam yang mengurus dan

tidak sabar akan proses, cenderung mengatakan prosedurnya

kurangnya
pengenalan
ka instansi

mengadakan

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Sebaiknya DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan
memberikan pelayanan ke masyarakat, lebih memikirkan bagaimana

cara dalam menarik minat dan partisipasi dari masyarakat untuk mau
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mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan, sebagai bentuk

pemberitahuan bahwa pengurusan izin usaha industry adalah

penting, mengingat sangat banyak manfaat yang bisa didapatkan.

manfaat yang bisa

usaha industrinya ke DPMPTSP Kota Pekanbaru.

2. Sebaiknya anak-anak muda, generasi milenial lebih menyokong
pemerintah dalam membantu menginformasikan ke masyarakat
terutama masyarakat awam bahwa sebuah usaha industri itu memang

harus memiliki izin dan terdaftar legal di Negara. Serta generasi

muda harus lebih aktif dalam turun tangan dan atau ikut serta dalam
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membantu orang tua nya megurus perizinan usaha industrinya.
Generasi muda harus lebih pintar dan cermat agar tidak termakan
omongan yang tidak benar yang ujung-ujungnya hanya

erintah. Dan a harus berperan
‘@ P

S L T
g b

ngurusan online,

aksimalkan. Karena

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
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B. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

C. Situs Internet
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